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WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR: 53 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
RTA TATA KERJA DINAS PERHIUJRIINGAN

KOTA MANADO TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Manado Tipe B;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

+ D A
an Peraturan Perundang-Undangan;
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lah bebherapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Noimor 23 Tahuin 2014 tentaing Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Manado;

MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTA
TUGAS DAN FUNG

UNGAN KOTA MANADO TIPE B
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalaiii Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengain :

. Kota adalah Kota Manado.

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.

. Walikota adalah Walikota Manado.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungaii.

. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan.
. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan.

. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan.
Selzsi adalah Seksi r\ndn Dinas Perhubunean.
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. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
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BAB 1l
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

} Dinas Perhubungan imerupakan unsur pelaksana urusail
pemenntahan bidang Perhubungan.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota
dalam melaksanakan urusan nemerintahan hidang
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Perhubungan serta tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

-

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
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perumusan kebljakan sesua1 dengan llngkup tugasnya;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan evaluasl dan pelaporan sesudl dengan lngkup
tugasnyva;

pelaksanaan adminiastrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya°dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan lingkup tugasnya.
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. Sekretaris Dinas, yang membawabhi ;
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BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

inas Perliubunigain terdiri daii :

Kepala Dinas.

1) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;dan
2) Subbagian Umuin dain Kepegawaiail,

. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawabhi :

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

2) Seksi Penjagaan dan Pengaturan;dan
3} Qpl((n Aﬂn’]rnfan
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. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :

1) Seksi Keselamatan Pelayaran,;
2) Seksi Kepelabuhanan;dan
3) Seksi Angkutan Perairan.

. Bidang Manajemen Rekayasa, Pengembangan Sistem

Perhubungan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas,
membawalll :

1) Seksi Manajemen Rekavasa Lalu Lintas:

2) Seksi Pengembangan Sistem Perhubungan;dan
3) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

1
Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :

1) Pengujian Kendaraan Bermotor;
2) Unit Pelaksana Tekms Perparklran dan

3) Unit Pelaksana Teknis Terminal
Kelompok Jabatan | mg sional,

(2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraiuran ini.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

inas Perhubungan dipimpin oieh Kepala Dinas.
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dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di
bidang perhubungan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.

-

£.

pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas
serta pelayanan administrasi kepegawaian,;

D. perumusan Pelaksanaan pemerintahan di  bidang

pprhnhnnoan

villLnwiigt

pembinaan, pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidang perhubungan;

pelaksanaan peneliian dan pengempangan ierapan serid
bimbingan teknis dalam rangka mendukung kebijakan di
bidang urusan perhubungan dan otonomi daerah;



e. pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional'dan

-

demmn peraturan nenmdgnn nndanoan

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 7

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Seorang Sekretaris.
Sekretaris umnunvm tugas membantn1 k'ena]a Dinas dalam

mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan
memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
seinua unsuri di ungn“ungan Dinas rf:i‘ﬂuuungdu
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan pelaksanaan tugas dan administrasi Dinas
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan

penyusunan  program, penganggaran  keuangan,

(M)
o)

pelaporan,  kepegawaian,  umum, perlengkapan,
dokumentasi, dan hubungan antar lembaga;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan

Dinas Perhubungan,;

c. pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di
lingkungan Dinas Perhubungan,

d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas:

e. penyusunan kebijakan teknis administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, program, keuangan, evaluasi
dan pelaporan;

f. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan
pengawasan program dan kegiatan dilingkungan dinas
perhubungan;
pengl{ngrdinaqiaq pelanapaan evalnhasi program dan
kegiatan di lingkungan dinas perhubungan;

h. pengkoordinasian pelaporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;

i. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi
teknis di bidang perhubungan;

j. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan
acara dinas;

k. pengkoordinasian Pelaksanaan pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana kantor dinas;

pengkoordinasian penyusunan rencana sirategis dan
rencana kerja dan anggaran dinas;

m. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran
dinas perhubungai;

n. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;dan

pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

(1) Bidang Lalu Lintas dain Angkutan Jalai meinpuiiyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin,
mengkoordina31kan dan mengendalikan tugas-tugas d1
bidang pelayanan dan pengelolaan lalu lintas angkutan
qucul yaiig meupuu pengaturail lalu lintas, peingawasail dai
pengendalian serta angkutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana Kkegiatan bidang lalu lintas

angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangarn,

b. penjabaran perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

C. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris Dinas, Sub
Bagian, Kepala Bidang dan Seksi serta Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan
informasi untuk m A..empero‘eb hasil kerja yang optimal;

d. penetapan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan
jalan;

laksanaan evaluasi tugas pelayanan dan pengelolaan
lalu lintas;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas kepada kepala dinas;dan

g. pelaksanaan iugas dan fungsi lain yang diberikan aiasan;
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Bagian Keempat
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 9

(1) Bidang Perhubungan Laul mempunyai tugas membantu
Kepnln Dinas dalam melaksanakan npnryepdghan

pengawasan dan koordinasi kegiatan keselamatan
pelayaran, melaksanakan pengendalian, pengawasan dan
pengeiolaan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa
Pemerintah Kota atau pelabuhan vang diserahkan dari
Pemerintah pusat ke Pemerintah Kota dan angkutan
perairan, serta pembinaan terhadap perusahaan dan
asosiast sub sektor perhubungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan

il s
fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perhubungan Laut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. penjabaran perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan  sesudl perdiuran  perunddng-unddngan
vang berlaku;



(1)

c. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan
Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun
tidak langsuig uintuk mendapatkan masukaii, data daii
informasi untuk memnpmleh hasil kerxq vang nnt1mnl

d. pembinaan, pengawasan dan sert1ﬁkas1 keglatan
operasional perkapalan dan kepelautan;

€. pembinaan dan pengawasan Kegiatan penjagaai,
keselamatan pelayaran dan kebandaraan;

f. pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan kegiatan

operasional pelabuhan;

pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan kegiatan

operasional angkutan perairan,;

h. pembinaan terhadap perusahaan dan asosiasi sub sektor
perhubungan,

penyusuan bhahan rancangan kehiiakan
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angkutan perairan;
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j. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tarif jasa

kepelabuhanan dan angkutan perairan,

penviapan bahan rekomendasi pelabuhan lokal:
penyiapan bahan penetapan tarif penumpang angkutan
lokal;dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Bidang Manajemen Rekayasa, Pengembangan Sistem
Perhubungan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pasal 10
Bidang Manajemen Rekayasa, Pengembangan Sistem

Perhubungan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan urusan Manajemen Rekayasa,
Pengembangan Sistem Perhubungan, Sarana dan
Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1), Bidang Manajemen Rekavasa, Pengembangan

Sistem Perhubungan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana Bidang Manajemen Rekayasa,
Pengembangan Sistem Perhubungan, Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas sesuai dengan peraturan
perundang-undangari;

b. penjabaran perintah, disposisi atasan dan netuniuk

— A Tt R

pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
C. pelaksanaain koordinasi dengan Sekretariat, Bidang dai
Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan
informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal,;
penyusunan Kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan keglatan Manajemen Rekayasa,
Pengembangan Sistem Perhubungan, Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas;

.ﬂ.



€.

pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi bidang Manajemen Rekayasa,
Pengembaiigaii Sistemi  Perhubuiigan, Sarana dain
Prasarana Lalu Lintas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretariat

nagal 11
LAaniiia A A

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan,

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas

nengkoordinasian nembinaan nengendalian dan
r (=) 7 r 7 ) o

pemberian bimbingan di bidang pengelolaan keuangan,
program, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan

perundaig-undaiigaii.
(2) Rincian tugas Subbagian Program, Keuangan dan
Pelaporan :

a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program,
Keuangan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlalu;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
waupun  udak  langsung  uniuk  mendapaikan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimal;

menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan
administrasi keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain
pegawai serla peinbiayaan kegiataii sesuai deiigail
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran untuk mendukung tertib administrasi
keuangan Dinas;

melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi
dan surat pertanggungjawaban kegiatan serta
pelaporan kegiatan dilingkungan Dinas sebagai bahan
penyusunan pelaporan lebih lanjut;

menyiapkan konsep naskah dinas bidang keuangan,
program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menunjang Kelancaran pelaksanaail
tugas;

menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan
hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang
dalain rangka penyusunail anggarain pendapatan dai
belanja Dinas;

menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan
program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi,
Sub Bagian dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;



k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas
agari diketahui tingkat realisasinya,
menyusun I_annra_n Aknuntabhilitas Kine ri n
menyiapkan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ);

. Imenyusuil Laporan réﬁ:y't:lcuggm aain Pemerintahai
Daerah (LPPD) bidang perhubungan sesuai pedoman
dan ketentuan yang berlaku;

n. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan
kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi, Sub
Bagian dan sebagai bahan evaluasi dan bahan
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

0. melaksanakan monitoring, mengevaiuasi dan menilai
anqum keria nf-'-ln]zq““aa tuoas bawahan secara
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berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
p. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sub
Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan serta
menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyeiesaian
masalah;
membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Program, Keuangan dan Pelaporan kepada Sekretans
Dinas sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih
lanjut;

menvamnailkkan <caran dan nertimbangan kenada
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Sekretaris Dinas baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam
mcnviapkan bahan mulai dari pada proses perciicaiiaail,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya serta

pemantauan pengevaluasian, pelaporan d1 bidang
pengelolaan administrasi umum, dokumentasi, kearsxpan

SEI Ld. pCllsClUldd“ cu.uuuubu aSI I&CPCS cu 1 Ullld.b
Perhubungan  berdasarkan  peraturan perundang-

undangan.
(2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian:
a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. menjabarkan perintali, disposisi atasan da pc urjuk
nplnl(Qnrman sesnail neratiiran nerunda ndanoan
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yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian, Bidang
Seksi dain unit pelaksana di lingkungan Dinas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, data dan informasi untuk
memperoleh hasil kerja yang optimal;



(1)
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menyiapkan konsep pedoman naskah dinas
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dain kebijakan  yaig
ditetapkan atasan;

menyiapkan bahan pelayanan umum, pengurusan
kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan,
dokuinentasi dain Keaisipaii, seita peingelolaai
administrasi kepegawaian Dinas;

membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai,
dan laporan kepegawaian lingkup Dinas demi
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji
berkala, bimbingan (leknis, diklal pegawai, dan
npnmmnlnn data kebutuihan kepegawaian lainnya di

llngkungan Dinas;

. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang

untuk keperiuan rumah tangga Dinas sesual dengan
kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-
undangan yang beriaku sebagai dasar pengadaan
barang;

melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang
kekayaan/iventaris Dinas untuk tertib admlmstrasi
pengelolaan barang agar dapat digunakan dengan
optimai'
.....................................................
presta51 kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
mengiveniarisasi  permasalahan  yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan
rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian serta menyiapkan bahan tindak lanjut
untuk penyelesaian masalahny

membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris Dinas

ebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut,

.menyampaikan saran dan pertimhangan kepada

Sekretaris baik secara lisan maupun tertuhs sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dai

melaksanakan tugas lain vang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rincian Tugas Seksi pada
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan  Pengendalian = membantu
sebagian tugas kepala bidang dalam melaksanakan dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen
laln lintas.

adiailn
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(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

(1)

(2)

a.

m =»

s

merencanakan kegiatan Subbidang Pengadaan dan
Pemberhentian sesuai dengain kelentuan peraturai
perundang-undangan;

menjabarkan penntah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yaig beriaku,

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasi
kerja yang optimal,;

melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Lalu
Linitas di wilayah KU’La Manado;

tidak bermotor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakuy;

melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang LLAJ,
melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu
lintas di jalan;

melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secars

berkala melalui sistem penilaian yang berlaku
menginventarisasi permasa]ahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan rencana Kegiatan
Selksi Dpngq“mqqn dan Dpngpndqhgn certa men
bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya
membuat laporan  pelaksanaan  tugas  Seksi
Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang
sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas,dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangari.

Pasal 14

Seksi Penjagaan dan Pengaturan membantu sebagian
tugas kepala bidang dalam melaksanakan dan

lalu lintas.
Rincian tugas Seksi Penjagaan dan Pengaturan :

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Penjagaan dan
pengaturain sesuai dengain peratuiain  perundang-
undangan;

menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan, data dan informasi untuk memneroleh hasil

masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimal;

melaksanakan Penjagaan dan pengaturan lalu lintas
ded. rudas _]cud.Il, per blIIldelngl Ud.Il IUdel = IUdel
rawan pelanggaran lalu lintas di Kota Manado;
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melaksanakan larangan penggunaan jalan tertentu;
melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu
linntas di jalai;

melaksanakan monitoring, m
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penﬂalm yang berlaku;
menginventarisasi perimasalahan yang berhubungai
dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan
Seksi Penjagaan dan pengaturan serta menyiapkan
bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penjagaan
dan pengaturan kepada Kepala Bidang sebagai dasar
pengambilan kebijakan lebih lanjut;

menyampaikan saran dan  pertimbangan kepada
Kpngln Ridang bhaik secara lisan maupun tertulis

et oY Sl PSS fuu 98 s —aa Ll liils

sebaga1 bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

engevaluasi dan menilai

Pasal 15

Seksi Angkutan membarntu sebagian tugas kepala bidang
dalam merencanakan melaksanakan mpnopvghmm dan

{28222 AALRIIRARL A2V ARA SRR ARLL,

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan angkutan orang
dan barang.
Rlllbld.ll Lugdb DCKbl nugnuwul

a.

53"

_C.

o

0

[y —
. —

merencanakan kegiatan Subbidang Data dan
Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Selei di hnal(nnoqq Dinas baik <

A AAATANS  Asaa.

ecara lanesung
> QlipS iy

el

maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang opumali;

menyusun dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan
kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan pelayanan
angkutan orang:

melaksanakan pemberian izin trayek angkutan
perdesaan / angkutan kota;

penetapan Penyusunan Jaringan lintas Angkutan
Kota,

menyusun Rumusan kebijakan penetapan wilayah
operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan
taksi;

PO, O, [ER L TRy ol o8 n BBy ¥ oo TBoako s il b
. 1ICldKSdlldKdll PCIUL)CI'L&II 12111 OpPCIasS1 augnutaul LdKS1,

melaksanakan pemberian rekomendasi operasi sewa
angkutan orang;
penetapan pemberian izin usaha angkutan Pariwisata;

. penetapan pemberian lzin usaha angkut:an barang;

penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan
dalam Kota;

wilayah pclayanannya dalam suatu wﬂayah,
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n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistein penilaian yang berlaku;
menginventarisasi permasalahan yang herhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan
Seksi Angkutan serta menyiapkan bahan tindak lanjut
uintuk peiyelesaian masalaniiya,

p. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan
kepada Kepala Bidang sebagai dasar pengambilan
kebijakan lebih lanjut;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;dan

melaksanakan tueas lain yang diberikan atasan sesuai

SALARNSTIIRALLL LLRRSRS Ll J22D a2 - (=883

dengan peraturan perundang—undangan.

(]

"

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Perhubungan Laut

Pasal 16

(1) Seksi Keselamatan Pelayaran membantu sebagian tugas
I(Pnala hw'lnno dalam mppvmnkan hahan npmhmggn dan

pengawasan peraturan perundang—undangan menyangkut
kegiatan perkapalan, kepelautan dan pengawasan,
pengukuran, seriifikasi dan pendaftaran kapal berukuran
isi di bawah GT. 7, melakukan pembinaan, pengawasan
dan pengarahan penjagaan dan penyelamatan di
pelabuhan laut dan pantai serta melaksanakan koordinasi
atas penanggulangan pencemaran, melakukan patroli dan
bantuan SAR.

(2) Rincian tugas Seksi eselamatan Pelayaran :

a. menyusun rencana KkKegiatan Seksi Keselamatan
Pelayaran sesuai dengan perat erundan
undangan;

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesual peraiuran perundang-undangan
vang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimal,;

d. mengadakan pengendalian dan pengawasan Kegialan
operasional keselamatan pelayaran

e. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan

penjagaan, penyelamatan pelayaran dan kebandaraan;

melakukan pembinaan dan pengawasain terhadap
operator kapal ukuran dibawah GT.7;

g. menyiapkan bahan-bahan peraturan, rancangan
peraturan daerah dalam bidang perkapalan dan
kepelautan serta keselamatan pelayaran;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan
terlaksananya peraturan perundang-undangan
perkapaian, kepelautan dan keselamatan pelayaran;

i. melalktsanakan nenoukuran dan sertifikasi kapal

ukuran dibawah GT.7,

=h
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j. menyiapkan bahan penyuluhan teknis keselamatan
pelayaran;

k. menyiapkan bahan tentang tata tertib bandar, tertib
layar, muatan herhahava dan kecelakaan kapal;

S s s il e e s B R ST e b e

l. meneliti dan mengawasi penerapan peraturan
perundang-undangan sektor perhubungan;

m. monitoring pelaksanaan patroli laut;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas  Seksi

Keselamatan Pelayaran kepada Kepala Bidang sebagai
dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesnai

dengan peraturan perundang-undangan

"3

Pasal 17

Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang melakukan sebagian tugas bidang kepelabuhanan
dalam memberikan izin pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan lokal, penetapan daerah lingkungan kerja
(DLKL) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP)
pelabuhan lokal, pelaksanaan rekomendasi tatanan
kepelabuhanan nasional, regional dan wilayah,
pelaksanaan dan pengawasan system prosedur (SISPRO)
pelayanan jasa /lokal dan tarif angkutan laut penumpang
dan tarif jasa pelabuhanan serta melaksanakan
pengelolaan pelabuhan yang dibangun Pemerintah Kota
atau pelabuhan yang diserahkan dari Pemeriniah pusat
ke Pemerintah Kota,

dav 4 vasavaaiaiiaaa aaUn

Rincian tugas Seksi Kepelabuhan :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimal;

d. mengadakan  pengendalian, pengawasan dan
pengelolaan kegiatan operasional kepelabuhanan,;

e. mengadakan pembinaan terhadap institusi/ asosiasi
sub sektor angkutan perairan;

f. menyusun konsep rancangan peraturan lingkup

Kepelabuhanan;

meneliti persyaratan-persyaratan administrasi dan

teknis pelabuhan local;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tarif

jasa kepelabuhanan,;

mempelajari aturan-aturan kepelabuhanan yg terkait
dengan tugas;

menyiapkan konsep rekomendasi pelabuhan lokal;

melakukan pengelolaan pelabuhan lokai;

o2

[T

e
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l. Membuat laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Kepelabuhanan kepada Kepala Bidang sebagai dasar
pengaimbilan kebijakan lebih lanjut;

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Seksi Angkutan Perairan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam melaksanakan pengawasan usaha
angkutan di perairan bagi perusahaan yang berdoinisili
dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kota Manado, penetapan besaran tarif angkutan laut
penumpang kelas ekonomi lintas kecamatan dalam
Kota, pengusulan trayek angkutan laut perintis dai
pengelolaan angkutan perairan, serta pembinaan
terhadap perusahaan angkutan perairan.

(2) Rincian tugas Seksi Angkutan Perairan :

a. menylapkan Menyusun rencana kegiatan Seksi
Angkutan Perairan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas balk secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimal;

d. mengadakan pengendalian dan pengawasan serta

pengelolaan kegiatan operasional angkutan perairan;

. mengadakan  pembinaan terhadap  perusahan

penunjang angkutan perairaii;

membuat konsep perizinan usaha angkutan perairan;

. menyiapkan/menyusun tarif angkutan laut lokal;

h.menyiapkan bahan pembinaan untuk perusahan
angkutan perairaii;

i. menyiapkan data, laporan bulanan dan tahunan
angkutan perairan;

j- menyiapkan bahan-bahan peraturan, rancangan
peraturan daerah bidang angkutan perairan;

k. melakukan pengelolaan angkutan perairan;

. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan
Perairan kepada Kepala Bidang sebagai dasar
pengambilan kehijakan lehih lanjut;

m.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan inasukain guna Kelancaran pelaksanaai
tugas;dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

a

o
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Bagian Kesembilan
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Manajemen Rekayasa,
Pengembangan Sistem Perhubungan, Sarana dan Prasarana
Lalu Lintas

Pasal 19

(1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas
manajemen rekayasa lalu lintas dalam menyiapkan bahan
mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas
dan pelaksanaanya, pemantauan pengevaluasian, serta
pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

L. menjabarkan perintai, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang

dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
kerja yang optimali;

menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar

teknis penyelenggaraan rekayasa lalu lintas;

e. menyiapkan dan menyusun bahan rekomendasi
penyeienggaraan analisis dampak laiu linias di jalan
kota Manado:

f. merencanakan dan menyiapkan bahan pengaturan
sirkulasi arus lalu lintas di jalan;

g. membuat laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas kepada Kepala
Bidang sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih
lanjut;

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

P..

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Sistem Perhubungan mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian
tugas Pengembangan Sistem dalam menyiapkan bahan
mulai pada proses perencanaan, monitoring dan evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Sistein Perhubungan :
a. merencanakan kegiatan Subbidang Diklat Teknis
Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan
Sistem Perhubungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
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c. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Ridang

dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukain, data dan informasi untuk memperoieh hasii
kerja yang optimal;

e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya sebagai pedoman
landasan kerja;

f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
aturan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
perhubungan;

g. melaksanakan studi, kajian dan survei bidang tugas

perhubungan;

melaksanakan moniioring, evaluasl dan pelaporan

bidang tugas perhubungan;

1. membuat laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Pengembangan Sistem kepada Kepala Bidang sebagai
dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;

!3..

=

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaarn
tugas;dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan sebagian
tugas Bidang Sarana dan Prasarana lalu lintas dalam
menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaanya,
pemantauan pengevaluasian, serta pelaporan
berdasarkai peraturain perundang-undaingail.
Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas :
a. menyusun rencana kegiatan Sarana dan Prasarana
Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

melaksanakan koordinasi dgnggn Selkretariat, Bidang

2]
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dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, ddaia dan nformasl uniuk memperoien
hasil kerja vang optimal;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional urusan keselamatan, sarana dan
prasarana lalu lintas;

e. melaksanakan pembinaan teknis operasional bidang
keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas;




(1)

17

f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas dan program SAR;

g. melaksanakan pemaitauan dan pengawasaii te
dan analisa untuk keria sarana dan prasarana
lintas;

h. melakukan pengendalian evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas bidang keselamatan, sarana dai
prasarana lalu lintas;

1. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan sarana dan prasarana lalu
lintas serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

j. melakukan identifikasi dan pelaksanaan survei
{asilitas lalu linlas jalan yang rusak maupun hilang;

k. menginventarisasi nplalzq;mgsm kegiatan npnogdnqn
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dan pemasangan fas1htas lalu hntas,

l. melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas lalu
lintas di kota Manado;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana
dan Prasarana Laiu Lintas kepada Kepala Bidang
sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Bidang baik secara lisan maupun tertulis

sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;dan

melakeanalkan tugas lain yang diberikan atasan

kiiis
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 22

TT

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan urusan pengujian kendaraan bermotor
mulai pada proses penyusunan rencana kerja, penelahaan
dala/informasi  sebagal bahan perumusan  kebyakan
teknis operasional pengujian kendaraan, pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian Kkegiatan pengujian
kendaraan, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana
Teknis Pengujian Kendaraan.

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Rermotor :

a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan
peraturan perundang-undaingaii,

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang
dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukai, data dan informasi untuk memperoleh hasil
L'(-‘na yang nnhm;ﬂ
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melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan
tekinis operasional pengujian kendaraan bermotor;

melakukan pengelolaan, nengawasan dan

ioiclll it~ i i L il

pengendalian keglatan pengujian kendaraan bermotor;
melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan
bei [inotor,

melakukan pemungutan retribusi dan administrasi
pengujian kendaraan bermotor;

melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke
kas daerah;

melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan bermotor;

melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat uji
kendaraan bermotor agar dapat digunakan sesuai

ALl Ll ~eaa2lUV2 PO RAp AL LL SRRl

peruntukannya dan menjaga akura31 serta fungsi
kerja alat;

melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Perparkiran

Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas
membantnu Kenala Dinas dalam melaksanakan

—

——

asa

pengelolaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian
kegiatan perparkiran.
Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran :

a.

on

menyiapkan Menyusun rencana kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Perparkiran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat, Bidang

dan Seksi di lmnl(n_nonn Dinas haik secara lnnoqnno

maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil
keija yang optimal,

melaksanakan pemeliharaan fasilitas perparkiran;
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedoman dan petunjuk leknis mengenai
bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;
menyusun standar dan prosedur pelayanan
perparkiran,;

menyusun rencana kebutuhan, penyediaar,
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan

perparkiran;
melaksanakan pengaturan teknis kelancaran dan

i
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i. melaksanakan operasi dan penertiban terhadap
kendaraan-kendaraan yang parkir dan atau
menganggu kelancaran arus lalu lintas diwilayah area
parker;

j. melakukan penarikan dan atau penderekan

kendaraan yang parkir atau mogok di tempat yang
dilarang parkir atau mengganggu Kelancaran aius
lalu lintas untuk di bawa ke tempat penitipan /
penyimpanan sementara;

k. melaksanakan pemeliharaan fasilitas perparkiran;

1. melaksanakan pemungutan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir;

m. melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian
dan penertiban parkir;

n. melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan serta
pemeliharaan kebersihan di tempat parkir;

o. melaksanakan monitoring, pengawasan lokasi dan
pembinaan penyelenggaraan perparkiran di luar badan
jalan;

p. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana serta pengelolaan
barang perparkiran;

g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan
penyelenggaraan perparkiran pada badan jalan dan
luar badan jalan;

r. melaksanakan keria sama pengelolaan perparkiran
dengan pihak ketiga/swasta;

s. menyiapkan bahan laporan Dinas dan
perianggungjawaban iugas yang berkalian dengan
Unit Pengelola Perparkiran;

t. melakukan koordinasi dengan bidang lalu lintas dan
angkutan jalan dalam rangka pelaksanaan tugas;dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Terminal

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Terminal mempunyai (tugas

membantnn  Kepala  Dinas dalam  melaksanakan

pengelolaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian
kegiatan perparkiran dan terminal.

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal :

a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis
Terminal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,;

b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk

pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan

Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil

kerja yang optimai;

@
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d. melakukan pengelolaan dan mengoperasikan terminal
penumpang dan barang;

e. melakukan penataan dan pengaturan sarana dan
prasarana di wilayah terminal;

f. mengatur tempat parkir kendaraan umum dan barang
selama  menunggu  keberangkatan, termasuk
didalaminya tempat tunggu dan tempat istirahat
kendaraan umum dan barang;

g. memasang rambu-rambu dan papan informasi yang

sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif

dan jadwal perjalanan;

mengatur parkir kendaraan pengantar dan atau taksi;

melakukan pengawasan/uji petik di terminal;

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kehijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal,

k. membuat laporan kendaraan masuk dan atau keluar

dan penumpang yang naik atau turun,

"':3"

Qi e

l. menyusun standar dan prosedur pelayanan Terminal;

m. menyusun rencana  kebutuhan, penyediaan,
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
terminal;

n. melaksanakan pemeliharaan fasilitas terminal;

o. melakukan pemungutan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi terminal;

n. melakeanakan koordinasi pengawasan, pengendaﬁﬂwq
dan penertiban terminal;

g. melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan serta
pemeliharaan kebersinan di ierminal;

r. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana serta pengelolaan
barang terminal,

s. menyiapkan bahan laporan Dinas dan
pertanggungjawaban tugas yang berkaitan dengan
Unit Pengelola terminal;

t. melakukan koordinasi dengan bidang lalu lintas dan
angkutan jalan dalam rangka pelaksanaan tugas;dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam meclaksanakan tugas sctiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.
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Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya  masing-masing dan bila  terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIb atau
jabatan administrator.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(5) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau
jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.
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BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Manado Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kota Manado;dan

2. Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2009
tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan
Kota Manado.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016
WALIKOTA MANADO,
ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd
RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
PERHUBUNGAN KOTA MANADO TENTANG  : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
TIPE B KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO TIPE B
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
[ 1
SUBBAGIAN PROGRAM, SUBBAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
T |
BIDANG LALU LINTAS BIDANG PERHUBUNGAN BIDANG MANAJEMEN REKAYASA,
DAN ANGKUTAN JALAN LAUT PENGEMBANGAN SISTEM
PERHUBUNGAN, SARANA DAN
T T PRASARANA LALU LINTAS
J
SEKSI PENGAWASAN DAN | | SEKSI KESELAMATAN SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU
PENGENDALIAN PELAYARAN LINTAS
SEKSI PENJAGAAN DAN || SEKSI KEPELABUHANAN SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM
PENGATURAN PERHUBUNGAN
SEKSI ANGKUTAN || SEKSI ANGKUTAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU
PERAIRAN LINTAS
. | UPTD KJF ||

Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BAGIAN WALIKOTA MANADO,
4 .R!INDANG-UNDANGAN s
A\ ttd
o

G. S. VICKY LUMENTUT



